
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id 
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

 

 
 

 
 

 

BUPATI  PESISIR  BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

  

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR  19   TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG 

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 

Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Mengingat 
 

 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
: 

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Barat sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah 

dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah    (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5364); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahanan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028);  
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);  

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik 
Indonesia Nomor 310); 

 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 
Tahun 2016 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 7); 
 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 29); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 
Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Nomor 23 tahun 2016  tentang Pembentukan 
dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 35); 
 

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 32); 
 

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45  Tahun 2016 
tentang Susunan  Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir 

Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 
Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan  Bupati Nomor 46 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Bupati Pesisir 
Barat Nomor 45 Tahun 2016  tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja  Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat 2019 Nomor 130); 

 

17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun   Nomor  215 ); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH 

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT. 

 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut: 
 

 

Ketentuan Lampiran I huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN DIKLAT DALAM DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, KELUAR DAERAH KABUPATEN PESISIR 
BARAT DALAM PROVINSI LAMPUNG 

 
 

NO 

 

 

KETERANGAN 

 

SATUAN 

DALAM DAERAH 

KABUPATEN 

PESISIR BARAT 
(LEBIH DARI 8 

JAM)  

KELUAR DAERAH 

KABUPATEN 

PESISIR BARAT 
DALAM PROVINSI 

LAMPUNG 

 

DIKLAT 

 

1  2 3 4 5 

 
1 

 

PEJABAT DAERAH 
DAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 

OH 150.000 380.000 
 

110.000 

 

Ketentuan Lampiran I huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
D. TARIF UANG REFRESENTATIF (sudah sesuai Perpres) 

 
 

NO 
 

 

PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL  

 

DALAM KOTA LEBIH 
DARI 8 JAM 

 

KELUAR  DAERAH  

1 2 3 4 

1 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD 125.000 250.000 

2 
 

ANGGOTA DPRD DAN ESELON  II 

 

75.000 150.000 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 
Ditetapkan di Krui 
pada tanggal  18 April 2022 

    BUPATI PESISIR BARAT, 

     

                          ttd 

                                  

 AGUS ISTIQLAL 
 
Diundangkan di Krui 

pada tanggal   18 April 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 
          ttd 

 

Ir. JALALUDIN, MP 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 363 
 

 
 

    SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 
NIP. 19740526 200212 1 002 
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